
Poin-poin penting masukan terhadap kegiatan lokakarya penyusunan Resntra dan 

Renop Kajian Kurikulum 2018, Roadmap Penelitian dan Pengkajian Kepada 

Masyarakat : 

 Beberapa mata kuliah yang sangat relevan dengan kondisi faktual keberadaan 

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) yang dihadapi saat ini 

diantaranya :  

a) Klimatologi : hal ini terkait dengan perubahan cuaca dan iklim yang 

intensitasnya semakin tinggi dan mempengaruhi baik terhadap kondisi 

landsekap kawasan TNRAW maupun terhadap adaptasi pola hidup 

masyarakat disekitar kawasan utamanya dalam hal pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

b) Komunikasi dan Penyuluhan Lingkungan : Mata Kuliah ini sangat penting 

sekali dalam hal akselerasi program-program pemberdayaan masyarakat 

dalam bentuk kemitraan konservasi yang digulirkan oleh pemerintah 

melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dirjen KSDAE 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : 

P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan 

Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 

Terlebih lagi dengan kondisi saat ini dikawasan TNRAW yang berbatasan 

langsung dengan sekitar 107 Desa yang masuk dalam lingkup Kabupaten 

Bombana, Konawe Selatan, Kolaka Timur dan Kolaka yang tentunya 

memiliki pola permasalahan serta ketergantungan terhadap kawasan 

TNRAW yang beragam. 

c) Pengelolaan DAS : Secara Nasional keberadaan kawasan TNRAW, 

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fungsi 

sebagai kawasan lingkungan hidup (penyeimbang tata ruang), hal 

tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan secara 

internasional kawasan TNRAW ditetapkan sebagai salah satu situs 

ramsar site. Sedangkan secara hidrologis, kawasan TNRAW merupakan 

hulu dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) di daratan Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang meliputi: DAS Konaweha, DAS Roraya, dan DAS Poleang. 

Ketiga DAS tersebut memberikan kontribusi hidrologis dan ekologis bagi 

masyarakat disepanjang daerah alirannya pada empat Kabupaten 

(Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Bombana), baik 

sebagai sumber air bersih, air minum (PDAM), sumber pengairan lahan 

pertanian dan perkebunan, menjaga kestabilan muka air tanah, serta 

menjadi daerah limpasan banjir dan mempengaruhi pasokan ikan air 

tawar.   

d) Hukum dan Kebijakan Lingkungan : Instrumen hukum dan kebijakan 

lingkungan saat ini yang memiliki paradigma yang berbeda sekali jika 

dibandingkan dengan periode 80an dimana saat ini dalam Pemerintaha 



Presiden Jokowi masyarakat dijadikan sebagai episentrum dan atau 

subjek dalam hal pengelolaan kawasan konservasi menjadikan banyak 

sekali peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis termasuk 

didalamnya juga adalah berbagai kebijakan yang harus diambil atau 

bahakan perlunya dilakukan diskresi terhadap kebijakan sebagai akibat 

langsung dari perubahan paradigma tersebut. 

e) Ekowisata : Rencana Pengembangan Site Ekowisata yang melibatkan 

masyarkat di Desa Tatangge-Lanowulu. Tahun 2020 telah dibuat studi 

kelayakan untuk pengembangan site ekowisata, pembangunan pusat 

konservasi rusa dan pemberdayaan masyarakat yang akan melibatkan 

masyarakat dari kedua desa tersebut dalam pengelolaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pusat Konservasi Rusa dan Ekowisata TNRAW 

 

f) Manajemen Konflik : Berdasarkan hasil inventarisasi lapangan yang 

dilakukan Balai TNRAW tahun 2018 dan 2019, kondisi tutupan lahan 

TNRAW yang  berupa opened area seluas 20.407 ha (19,40%), berupa 

kebun (16.543 ha), sawah (3.770 ha), pemukiman (84,18) dan jalan 

(10,47). Opened area tersebut didominasi aktifitas kebun sehingga 

memicu terjadinya kasus konflik lahan yang semakin meningkat setiap 

tahunnya.  

g) Analisis Spasial Lingkungan Hidup dan SIG Lingkungan : Pemecahan 

masalah yang terjadi dalam kawasan konservasi pasti tidak terlepas dari 

tata ruang wilayah sehingga kemampuan SDM terhadap skil analisa 



spasial dan SIG sangat dibutuhkan terutama dalam hal pengelolaan jasa 

lingkungan hidup berupa air dan ekowisata, pengelolaan satwa liar, pola 

perambahan, pembangunan infrastruktur umum yang tidak dapat 

dielakkan (jalan, Jembatan, Rumah Sakit, Sekolah) dan 

gangguan/ancaman terhadap kawasan. 

 

 Masukan terhadap Renstra Program Studi Ilmu Lingkungan 2020-2024 dan 

kaitannya dengan keberadaan TNRAW lebih dititikberatkan pada pengembangan 

kerjasama. Hal yang mungkin perlu segera ditindaklanjuti adalah pelaksanaan 

tindak lanjut dari MoU yaitu berupa PKS yang kemudian tentunya akan 

dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan program kerja. Adapun beberapa 

Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut : 

 

a) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA). 

 

 
 

b) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik. 

 

 
 

 

 



c) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi. 

 

 
 

d) Kegiatan Pemnafaatan Jasa Lingkungan Kawasan konservasi 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Tekait dengan renop, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdapat 

beberapa topik/isu yang saat ini mengemuka dan membutuhkan 

masukan/kerjasama multipihak seperti akademisi, universitas, Pemda, NGO, dll 

yaitu : 

a) Pelestarian DAS dan Pengembangan Restorasi Ekologi Kawasan DAS 

dalam mendukung kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa air secara 

non komersial sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 

Republik Indonesia Nomor P.64/Menhut/2013 yang kemudian diganti 

menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia (PermenLHK) Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 

tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dengan tahapan 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut : 

KegiatanJangkaPendek
60 Hari (6 Oktober s/d 4 Desember 2019

2019

10 s/d 12 OKT

14 s/d 16 OKT

Terbentuknya Tim 
Kerja

a) Membuat draft SK Tim 
Kerja.

b) Membahas tugas dan
fungsi personil.

c) Melaksanakan
pertemuan.

7

Tersedianya data dan
informasi potensi

a) Melaksanakan
pertemuan.

b) Membuat form isian.
c) Melakukan

pengambilan data.
d) Membuat laporan

hasil kegiatan.

Terpetakannya areal 
pemanfaatan air

a) Melakukan pertemuan
awall.

b) Mengambil titik
koordinat.

c) Rekapitulasi data.
d) Membuat peta. 
e) Membuat laporan.

Teridentifikasinya
kelompok pemanfaat air
a) Membuat surat undangan.
b) Merancang kuisioner.
c) Melakukan pertemuan dan

diskusi untuk
mengidentifikasi kelompok
pemanfaat air.

Terselenggaranya FGD 
Pembentukan Forum 

Pemanfaat Air
a) Membuat uraian materi

FGD.
b) Membuat draft deklarasi.
c) Melaksanakan FGD.
d) Membentuk Forum 

Pemanfaat Air.

17 s/d 22 OKT

21 s/d 22 OKT

23 s/d 25 OKT

Terbentuknya kelompok
pemanfaatan air

a) Mendorong Kepala Desa
mengajukan surat
permohonan kelompok
pemanfaatan air.

b) Memverifikasi kelompok.
c) Membuat draft SK 

Kelompok

4 s/d 5 NOV

Tersusunnya Draft 
Forum Pemanfaat

Air
a) Membuat uraian

kegiatan .
b) Melaksanakan

pertemuan.
c) Menyusunan draft 

awal Forum 
Pemanfaatan Air.

12 NOV

Tersedianya MoU
Pemanfaatan Air

a) Menyusun draft MoU. 
b) Melaksanakan

pertemuan.
c) Sosialisasi sekaligus

penandatangan MoU.

19 NOV

Tersosialisasinya forum 
pemanfaat air dan MoU

pemanfaatan air
a) Menyusun baahan

sosialisasi
b) Melaksanakan sosialisasi

27 NOV
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b) Usulan kemitraan konservasi masyarakat Desa Tatangge dan Desa 

Lanowulu terkait pembukaan lahan sawah baru dengan kajian yang 

diperlukan diantaranya : 

1) Perlu dilakukan kajian tentang sosial ekonomi Masyarakat di Desa 

Tatangge (luas sawah 30 Ha), dan Desa Lanowulu (sawah 130 hektar), 

(% kepemilikan lahan garap; penguasaan lahan dan % buruh tani), 

kepemilihan ternak per KK, serta kajian budaya masyarakat setempat. 

2) Perlu dilakukan kajian kemungkinan peningkatan intensifikasi pola 

pemanfaatan lahan sawah yang sudah ada. 

3) Di dalam kawasan TNRAW, dimungkinkan pola pemanfaatan di dalam 

Kawasan, melalui kemitraan konservasi, dengan skema silvopastural dan 

system ranching (pola pengembalaan terkontrol), serta pengembangan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yaitu: kemiri, aren, dan kopi sehingga 

perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut. 



4) Perlu adanya kajian pembentukan kelembagaan di masyarakat, untuk 

pengusulan kemitraan konservasi, dengan memastikan tepat sasaran dan 

jangan sampai terdapat masyarakat yang tertinggal, melalui mekanisme 

Musyawarah Adat Tolaki. 


